
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1171 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : 	a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja 
tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat khususnya tenaga 
kesehatan yang bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas), perlu diberikan penghargaan atas prestasi 
dan pengabdiannya dalam pembangunan bidang kesehatan; 

b. bahwa telah dilaksanakannya kegiatan seleksi tenaga 
kesehatan teladan di puskesmas tingkat Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan oleh Panitia 
Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan di F'uskesmas Tingkat 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 
Gubernur tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan 
di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi Tahun 
2018; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 
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4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan; 

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
2048/ MENKES / PER/X/2011 tentang Penganugerahan 
Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 
Masyarakat; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan 
di Pusat Kesehatan Masyarakat; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA 
KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018. 

KESATU 	Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan 
Masyarakat Tahun 2018, yang nama-namanya sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur mi. 

KEDUA 	Kepada para Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghargaan 
sebagai berikut : 

a. piagam penghargaan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan 
di Puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2018; 

b. hak-hak kepegawaian lainnya sebagai Tenaga Kesehatan 
Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 

c. hak untuk diusulkan ke Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia sebagai Peserta Tenaga Kesehatan Teladan 
dalarn menyambut Hari Ulan.g Tahun Republik Indonesia 
Tahun 2018. 
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KETIGA 

KEEMPAT 

Biaya yang diperlukan dalam Pemilihan dan Penetapan 
Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tahun 2018 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas 
Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 
Anggaran 2018. 

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Agustus 2018 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
I U,KOTA JAKARTA, 

;roil 

ES BA WEDAN 

Tembusan : 

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

2. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta 
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 

10. Masing-masing yang bersangkutan 
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